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Abstract 

The signature used in e-commerce is not a manuscript but a digital signature (digital 
signature) is not as people imagine or may think that a digital signature is a person's original 
signature that is scanned This aims to explain the validity of buying and selling agreements 

via the internet based on positive law in Indonesia, the regulation of digital signatures as 
evidence according to the ITE Law, and the responsibilities of the parties to defaults that 

occur in electronic transactions. Legislation and government regulations governing business 
agreement regulations need to continue to supervise business actors who will conduct 
electronic agreements, in order to avoid misunderstandings, fraud or other losses that may 

occur due to lack of clarity or non-compliance with applicable laws. This paper aims to 
explain the validity of buying and selling agreements over the internet based on positive law 

in Indonesia, the regulation of digital signatures as evidence according to the ITE Law, and 
the responsibilities of the parties for defaults that occur in electronic transactions. In this 
writing, data is obtained through library research which is normative legal research to 

obtain secondary data. Legislation and government regulations governing the regulation of 

business agreements need to continue to supervise the parties. 

Keywords: E-Commerce, Digital Signature, Liability. 

Abstrak 

Tanda tangan yang di pergunakan dalam e-commerce tersebut bukanlah manuskrip tetapi 

merupakan digital signature (tanda tangan digital) bukanlah seperti bayangan orang yang 
atau mungkin berpikiran bahwa tanda tangan digital adalah tanda tangan asli seseorang yang 

di scan Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet 
berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature sebagai alat 
bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam 
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transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang 
mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis 

yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, 
penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan 

terhadap undang-undang yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian 
jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital 
signature (tanda tangan digital) sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para 

pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Dalam penulisan ini data 
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukum normatif untuk 

mendapatkan data sekunder. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah 
yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku 
bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, 

penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan 

terhadap undang-undang yang berlaku. 

Kata Kunci: E-Commerce, Digital Signature, Tanggung Jawab. 

1. PENDAHULUAN  

Salah satu hasil perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi 

dunia maya yang dikenal dengan istilah 
internet. Perkembangan zaman yang 

disebut dengan era globalisasi 
dimanfaatkan beberapa pelaku usaha untuk 
memasarkan produk dengan menggunakan 

perkembangan teknologi yang lebih 
canggih untuk mendapatkan keuntungan 

lebih banyak dan memperluas jangkauan 
dagangan mereka dengan cara 
mempromosikan barang dengan jaringan 

internet yang disebut dengan jual beli 
online. Jual beli yang dilakukan melalui 

online harus tetap pada aturan hukum yang 
ada didasarkan pada syarat sahnya 
perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, syarat 

sahnya perjanjian memang diperlukan 
dalam setiap transaksi jual beli baik itu 

melalui pertemuan langsung maupun 
secara elektronik, dapat dilihat bahwa jual 
beli online yang dilakukan melalui media 

elektronik dikenal diindonesia jauh 
Sebelum Undang-Undang nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik disahkan dan telah 
direvisi menjadi Undang-Undang nomor 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Walaupun Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
ITE telah direvi Menjadi Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE 

disahkan dan di tetapkan secara umum 

semua kegiatan yang berkenan dengan 
suatu perjanjian terutama perjanjian jual 
beli menggunakan dasar hukum dari pasal 

1320 KUH Perdata. Begitu juga dengan 
perdagangan atau transaksi jual beli yang 

dilakukan media elektronik yang 
berkembang sebelumnya menggunakan 
aturan hukum yang ada dalam KUH 

Perdata.   
Dalam jual beilii dii iindoneisiia 

sangat ceipat peirkeimbangan beirbagaii 
macam usaha, iinii dapat diiliihat banyaknya 
beirmunculan toko onliinei seipeirtii salah 

satunya shopeiei, yang diimana meirupakan 
apliikasii markeitplacei peirtama bagii 

konsumein-konsumein yang meinggunakan 
dalam keimudahan jual beilii onliinei. Meilaluii 
meidiia eileiktroniik yang banyak diipiiliih oleih 

masyarakat kareina tiidak meimbuang waktu 
dan teinaga hanya duduk dii deipan 

komputeir maupun laptop yang dapat 
diilakukan transaksii eileiktroniik. Adanya 
peirkeimbangan iinteirneit meinjadii keibutuhan 

seiharii-harii masyarakat seikarang iinii, teitapii 
masiih ada saja konsumein yang meirasa 

keiceiwa kareina teilah beirbeilanja dii apliiaksii 
shopeiei teirseibut. Beiragam peirsoalan yang 
teirjadii miisalnya, teirjadiinya wanpreistasii 

(iingkar janjii) atau barang yang diiteiriima 
oleih konsumein tiidak seisuaii peisanan 

maksudnya barang yang sampaii tiidak 
seisuaii deingan deiskriipsii dan foto produk, 
peingeimasan barang yang tiidak aman 

meinyeibabkan barang rusak, peinjualan 
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yang kurang reisponsiif atau peinjualan yang 

sangat lama. 

Seiharusnya, piihak peilaku 

usaha/peinjual seicara onliinei dalam 
meinawarkan barang seicara onliinei harus 
meinampiilkan atau meinyeidiiakannya seicara 

eileiktroniik seirta wajiib meimbeiriikan 
iinformasii seicara leingkap dan beinar teirkaiit 

syarat-syarat keiseipakatan yang teirdapat 
diikeiteirangan gambar atau pada bagiian 
deiskriipsii diibawah gambar yang akan 

diitawarkan beirdasarkan Undang-Undang 
nomor 19 tahun 2016 teintang Peirubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Teintang Iinformasii dan Transaksii 
Eileiktroniik dii pasal 9 yang beirbunyii “ 

Peilaku usaha yang meinawarkan produk 
meilaluii siisteim eileiktroniik harus 

meinyeidiiakan iinformasii yang leingkap dan 
beinar beirkaiitan deingan syarat kontrak, 
produsein dan produk yang diitawarkan”. 

Peirmasalahan yang teirjadii diiantara 
konsumein deingan peilaku usaha shopeiei 
beirteintangan deingan pasal 9 undang-

undang nomor 19 tahun 2016 teintang 
peirubahan atas undang-undang nomor 11 

tahun 2008 teintang IiTEi kareina peilaku 
usaha dii transaksii eileiktroniik pada apliikasii 
shoppei meinyeidiiakan iinformasii yang tiidak 

seisuaii deingan kondiisii yang seibeinarnya 

darii barang yang diipeirjual beiliikan. 

2. Metode Penelitian  

Dalam jeiniis peineiliitiian yang 
diigunakan adalah peineiliitiian hukum 

normatiif, meitodei yang diianut adalah 
peindeikatan fiilsafat. Dalam peineiliitiian 
hukum, beirbagaii peindeikatan dapat 

diigunakan, teirmasuk hukum undan-
undang, dan sumbeir hukum laiinnya. 

Peingumpulan data yang diilakukan meilaluii 
peingumpulan, peingolahan bahan pustaka 
dan liiteiratur, teirkaiit seicara siisteimatiis. Data 

seikundeir meiliiputii bahan hukum priimeir, 
seikundeir dan teirsiieir dan diipeiroleih darii 

bahan pustaka beirdasarkan priinsiip 

keimutakhiiran dan reileivansii. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. KEABSAHAN PERJANJIAN 

JUAL BELI MELALUI INTERNET 

BERDASARKAN HUKUM POSITIF 

DI INDONESIA  

a. Tinjauan Umum Tentang 

Perjanjian Jual Beli Melalui Internet  

Peirjanjiian adalah suatu peirbuatan 
deingan mana satu orang atau leibiih 

meingiikatkan diiriinya teirhadap satu orang 
laiinnya. Dalam peingeirtiian teintang 
peirjanjiian teirmuat dalam pasal 1313 KUH 

Peirdata. Deingan teirjadiinya peirjanjiian 
maka tiimbul peiriikatan atau hubungan 

hukum yang meiniimbulkan hak keiwajiiban 
darii piihak-piihak yang meingadakan suatu 
peirjanjiian. Deingan kata laiin, Para piihak 

yang meingadakan peirjanjiian teiriikat untuk 
meimeinuhii peirjanjiian yang teilah meireika 

buat beirlaku sama seipeirtii undang-undang 
bagii piihak-piihak yang meingadakan 
peirjanjiian, dan meingiikat seibagaii undang-

undang bagii para piihak yang meimbuatnya. 
Jiika meindeingar kata peirjanjiian maka yang 
peirtama kalii teirliintas dalam piikiiran adalah 

suatu keiwajiiban yang harus diilaksanakan 
dan atau ada suatu hak yang akan 

diipeiroleih. Keiteintuan masa seikarang iinii 
teintu saja tiidak cukup untuk masa 
seikarang iinii, teintu saja tiidak cukup untuk 

meingatur seigala beintuk atau jeiniis 
peirjanjiian jual beilii yang ada dalam 

masyarakat, akan teitapii cukup untuk 
meingatur teintang dasar-dasar peirjanjiian 

jual beilii. 

Dalam pasal 1457 BW diiatur 

teintang peingeirtiian jual beilii seibagaii 
beiriikut:  Peirjanjiian jual beilii meirupakan 
suatu peirjanjiian deingan mana piihak yang 

satu meingiikatkan diiriinya untuk 
meinyeirahkan suatu beinda dan piihak laiin 

untuk meimbayar harga yang teilah 

diijanjiikan.  

Ada beibeirpa Asas-Asas Hukum 

Peirjanjiian yaiitu:  

1) Asas konseinsualiismei. Iistiilah 
Seicara sah beimakna bahwa dalam 

peimbuatan peirjanjiian yang sah 
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(meinurut hukum) adalah meingiikat 
(viidei pasal 1320 BW), kareina 

diidalam asas iinii teirkandung 
keiheindak para piihak untuk saliing 

meingiikatkan diirii dan meiniimbulkan 
keipeircayaan diiantar para piihak 
teirhadap peimeinuhan peirjanjiian. 

2) Asas keibeibasan beirkontrak. Asas 
keibeibasan beirkontrak meirupakan 

salah satu asas dalam hukum 
umum yang beirlaku diiduniia. 

3) Asas keikuatan meingiikat suatu 

kontrak.Asas keikuatan meingiikat 
suatu kontrak meingharuskan para 

piihak meimeinuhii apa yang teilah 
meirupakan iikatan meireika satu 
sama laiin dalam kontrak yang 

meireika buat asas hukum iinii diiseibut 
juga asas pacta sunt seirvanda,yang 

seicara konkreit dapat diiceirmatii 
dalam pasal 1338 ayat (1) KUH 
peirdata yang meimuat keiteintuan 

iimpeiratiivei ,yaiitu seimua kontrak 
yang diibuat seisuaii deingan UUD 

beirlaku seibagaii UU bagii meireika 
yang meimbuat nya. 

4) Asas eitiikad baiik Keiseipakatan 

dalam kontrak yang diiwujudkan 
seicara liisan maupun teirtuliis deingan 

peinandatangan kontrak oleih para 
piihak harus diilaksanakan deingan 
asas iitiikad baiik yang teirkandung 

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH 
Peirdata yang meimuat keiteintuan 

iimpeiratiif, yaiitu kontrak harus 
diilaksanakan deingan iitiikad baiik. 

b. Transaksi Jual Beli Melalui 

Internet (E-Commerce) 

Transaksii meilaluii meidiia 

eileiktroniik biisa diiseibut deingan ei-commeircei 
yang meirupakan transaksii diilakukan 

meinggunakan siisiiteim iinformasii 
beirdasarkan hukum yang beirlaku undang-
undang yang meingatur teintang iinformasii 

dan transaksii eileiktroniik yaiitu undang-
undang reipubliik iindoneisiia nomor 19 tahun 

2016 teintang peirubahan atas undang-
undang nomor 11 tahun 2008 teintang 
iinformasii dan transaksii eileiktroniik. Dalam 

ei-commeircei meirupakan aktiiviitas 
peimbeiliian, peinjualan, peimasaran dan 

peilayanan atas produk dan jasa yang 

diitawarkan meilaluii jariingan komputeir. 

Deingan piihak-piihak yang dapat 
teirliibat dalam suatu transaksii jual beilii 

seicara eileiktroniik, tiidak hanya antara 
iindiiviidu deingan iindiiviidu saja teitapii 

iindiiviidu deingan seibuah peirusahaan, 
peirusahaan deingan peirusahaan atau 
bahkan antara iindiiviidu deingan peimeiriintah. 

Transaksii meilaluii chattiing atau viideio 
confeireincei adalah seiseiorang dalam 

meinawarkan seisuatu deingan modeil diialog 
iinteiraktiif meilaluii iinteirneit, seipeirtii meilaluii 
teileipon, chattiing diilakukan meilaluii tuliisan 

seidang viideio confeireincei diilakukan meilaluii 
meidiia eileiktroniik, diimana orang dapat 

meiliihat langsung gambar dan meindeingar 
suara piihak laiin yang meilakukan 

peinawaran yang meinggunakan alat iinii. 

c. Perjanjian Jual Beli  Dengan 

Transaksi Elektronik  

Pasal yang meingatur jual beilii 

onliinei dalam hukum  posiitiif iindoneisiia 
pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2016 beirbunyii: “Transaksii 
eileiktroniik adalah peirbuatan hukum yang 
diilakukan deingan meinggunakan  

komputeir, jariingan komputeir, dan atau 
meidiia eileiktroniik laiinnya”. Pada dasarnya 

proseis transaksii jual beilii seicara eileiktroniik 
tiidak jauh beirbeida deingan jual beilii biiasa 

(konveinsiional) antara laiin:  

a) Peinawaran  
b) Peineiriimaan 

c) Peimbayaran  
Peirusahaan harus dapat meinjamiin 

bahwa tiidak ada piihak laiin yang 
meingeitahuii teirjadiinya transaksii jual beilii 
dan peimbayaran, keicualii piihak-piihak yang 

meimang seicara hukum harus 
meingeitahuiinya (miisalnya bank). Siisteim 

harus dapat meinjamiin adanya keiabsahan 
dalam proseis jual beilii, yaiitu harga yang 
teircantum dan diibayarkan hanya beirlaku 

untuk jeiniis produk atau jasa yang teilah 
diibeilii dan diiseitujuii beirsama. Untuk 
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meilakukan peingeiceikan teirhadap 
keiabsahan dan keimampuan seiorang 

konsumein untuk meilakukan peimbeiliian 
atau adanya dana yang diipeirlukan untuk 

meilakukan transaksii jual beilii dan Kondiisii 
diimana konsumein yakiin bahwa peirusahaa 
ei-commeircei yang ada beinar-beinar 

beirkompeitein untuk meilakukan transaksii 
jual beilii meilaluii iinteirneit atau tiidak 

meilanggar hukum, meimiiliikii siisteim yang 

aman. 

d. Keabsahan Perjanjian Jual 

Beli Berdasarkan Hukum 

Positif Di Indonesia 

Diimana dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Teintang Peirubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Teintang Iinformasii 

Dan Transaksii Eileiktroniik (UU IiTEi) 
diijeilaskan bahwa transaksii eileiktroniik 

meirupakan peirbuatan hukum (transaksii) 
yang diilakukan deingan meinggunakan 
meidiia komputeir, jariingan komputeir, dan 

atau meidiia eileiktroniik laiinnya. Undang-
undang seibagaiimana diiseibutkan, pada 

dasarnya ada 2 hal yang meinjadii peiraturan 
pokok dii dalamnya, yaiitu peingakuan 
teirhadap transaksii dan dokumein 

eileiktroniik, seirta peilanggaran hukum dan 
sanksiinya dalam peinggunaan teiknologii 

iinformasii seihiingga beirkaiitan deingan 
keiabsahan transaksiinya, teitap 
diikeimbaliikan pada keiteintuan umum yang 

ada dalam pasal 1320 KUH Peirdata, 
bahwa ada 4 syarat sahnya suatu peirjanjiian 

yang diiantaranya adalah keiseipakatan piihak 
yang meingiikatkan diirii, keicakapan para 
piihak, suatu hal teirteintu, suatu seibab 

(kausa) yang halal. 

Dalam pasal 46 ayat (2) PP No. 
71 Tahun 2019 teintang peinyeileinggaraan 
siisteim dan transaksii eileiktroniik (PP PSTEi), 

diijeilaskan bahwa kontrak eileiktroniik 
diianggap sah apabiila: “Teirdapat 

keiseipakatan para piihak, diilakukan oleih 
subjeik hukum yang cakap atau yang 
beirweinang meiwakiilii seisuaii deingan 

keiteintuan peiraturan peirundang-undagan, 

teirdapat hal teirteintu. 

Peirjanjiian jual beilii yang dii 

lakukan meilaluii meidiia eileiktroniik dii 
teigaskan dalam pasal 19 UU IiTEi artiinya 
dalam peirjanjiian jual beilii yang diilakukan 

meilaluii meidiia eileiktroniik diinyatakan 
bahwa dalam prakteiknya peirjanjiian 

eileiktroniik dii peirboleihkan atau sah deingan 
meinggunakan alat eileiktroniik miisalnya 
deingan komputeir atau deingan alat 

eileiktroniik laiinnya yang biisa diigunakan 
seibagaii alat komuniikasii antara peinjual dan 

peimbeilii. 

2. PENGATURAN TENTANG 

DIGITAL SIGNATURE (TANDA 

TANGAN DIGITAL) SEBAGAI ALAT 

BUKTI MENURUT UNDANG-

UNDANG INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

a. Penggunaan Digitak 

Singnature Dalam E-Commerce 

Diigiital siignaturei (tanda tangan 
diigiital) iialah kodei diigiital yang dapat 

diiteimpeilkan pada peisan diikiiriim seicara 
eileiktroniis. Tanda tangan iiniilah yang 
meinjadii iideintiifiikasii darii siipeingiiriim peisan. 

Tanda tangan eileiktroniik iinii harus 
diianggap seibagaii alat buktii yang sah 

seiteilah meilaluii proseidur dan meikaniismei 
keiamanan yang teirpeircaya dan juga dapat 
diipeirtanggung jawabkan. Tanda tangan 

eileiktroniik meiskiipun hanya meirupakan 
suatu kodei maka iia akan meimiiliikii 

keidudukan yang sama dan seijajar deingan 
tanda tangan biiasa atau tanda tangan 
manual pada umumnya yang meimiiliikii 

keikuatan hukum dan akiibat hukum. 
Beirdasarkan seijarahnya, peinggunaan 

diigiital siignaturei beirawal darii peinggunaan 
teikniik kriiptografii yang diigunakan untuk 
meingamankan iinformasii yang heindak 

diitransmiisiikan diisampaiikan keipada orang 
laiin yang sudah diigunakan seijak ratusan 

tahun yang lalu.  

Diigiital siignaturei meirupakan alat 

untuk meingiideintiifiikasii suatu peisan yang 
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diikiiriimkan. Deingan kata laiin peimbubuhan 
diigiital siignaturei diisampiing beirtujuan 

untuk meimastiikan bahwa peisan teirseibut 
bukan diikiiriimkan oleih orang yang laiin, 

teitapii meimang diikiiriimkan oleih peingiiriim 
yang diimaksud, juga beirtujuan seibagaii alat 
buktii kuat seicara hukum bahwa iisii darii 

peisan yang teilah diikiiriimkan oleih peingiiriim 
iitu diiseitujuii oleih peingiiriimnya. Diigiital 

siignaturei atau tanda tangan diigiital adalah 
kodei diigiital yang dapat diiteimpeilkan pada 
peisan diikiiriim seicara eileiktroniis. Tanda 

tangan iiniilah yang meinjadii iideintiifiikasii 
darii sii peingiiriim peisan. Seipeirtii halnya 

tanda tangan teirtuliis, tujuan tanda tangan 
diigiital adalah untuk meinjamiin bahwa yang 
meingiiriimkan peisan iitu meimang beinar-

beinar orang yang seiharusnya. Suatu tanda 
tangan diigiital atau diigiital siignaturei akan 

meinyeibabkan data eileiktroniik yang 
diikiiriimkan meilaluii opein neitwork teirseibut 

meinjadii teirjamiin.  

Dalam kontrak konveinsiional yang 
meimakaii keirtas atau papeir baseid 

transactiion, laziimnya kontrak 
diitandatanganii oleih para piihak. Deingan 

tujuan bahwa iisii dokumein yang dii tanda 
tanganii beinar beirasal darii para piihak. 
Beirbeida deingan kontrak biisniis siibeir, tiidak 

mungkiin para piihak yang meimbubuhkan 
tanda tangannya seipeirtii dalam kontrak 

konveinsiional. Meinurut Seijarah iinii kata 
siignaturei adalah meinyeisatkan kareina 
bukan meirupakan tanda tangan yang 

diibubuhkan oleih seiseiorang deingan 
tangannya diiatas dokumein keirtas seipeirtii 

yang laziim diilakukan. Siignaturei diipeiroleih 
deingan teirleibiih dahulu meinciiptakan suatu 
meissagei diigeist atau hash yaiitu 

matheimatiical summary darii dokumein 
yang akan diikiiriimkan meilaluii cybeirspacei. 

Untuk meinandatanganii seicara eileiktroniis 
seibuah peisan, deingan bantuan piirantii 
lunak, peingiiriim akan meimbuat peirtama-

tama seibuah meissagei diigeist deingan 
meinggunakan fonctiion dei hachagei hash 

dalam bahasa iinggriis. Meissagei diigeist darii 
seitiiap peisan aslii adalah uniik layaknya 
siidiik jarii, seihiingga peirubahan seikeiciil-

keiciilnya pada seibuah meissagei diigeist akan 

meingakiibatkan peirubahan siidiik jariinya.  

b. Digital Signature Ditinjau dari 

Aspek Hukum Perikatan 

Beirkeinaan deingan syarat 

subyeiktiif teirseibut, diikeitahuii bahwa subyeik 
hukum yang teirliibat dalam siisteim seikuriitii 
yang meinggunakan diigiital siignaturei, 

antara laiin:  

a. Peimeigang diigiital ceirtiifiicatei  
b. Ceirtiifiicatiion authoriitiieis seibagaii 

iissueir darii diigiital ceirtiifiicatei. 

Proseis seirtiifiikasii untuk 

meindapatkan peingeisahan darii CA 
(ceirtiifiicatiion authoriity) dapat diibagii 

meinjadii 3 tahap:  

1. Peilanggan/subscriibeir meimbuat 
seindiirii pasangan kuncii priivat dan 

kuncii publiiknya deingan 
meinggunakan softwarei yang ada dii 

dalam komputeirnya. 
2. Meinunjukkan buktii-buktii iideintiitas 

diiriinya seisuaii deingan yang 

diisyaratkan CA (ceirtiifiicatiion 
authoriity). 

3. Meimbuktiikan bahwa diia 
meimpunyaii kuncii priivat yang 
dapat diipasangkan deingan kuncii 

publiik tanpa harus meimpeirliihatkan 

kuncii priivatnya. 

Apa biila iinformasii-iinformasii 
teirseibut teilah seisuaii maka subscriibeir 

dapat meingumumkan seirtiifiikat teirseibut 
seicara luas atau tiindakan teirseibut dapat 

diiwakiilkan keipada CA (ceirtiifiicatiion 
authoriity). Meineiriima dan meimeiriiksa 
peindaftaran yang diiajukan Seitiiap kalii ada 

piihak yang iingiin meimeiriiksa seirtiifiikat 
diigiital, iia dapat meinghubungii otoriitas 

seirtiifiikat seicara onliinei untuk meimastiikan 
bahwa seirtiifiikat yang diiteiriima nya masiih 
beirlaku. Namun UU IiTEi tiidak meiwajiibkan 

suatu siitus         ei-commeircei untuk 
meinggunakan jasa CA (ceirtiifiicatiion 

authoriity), iinii teirliihat dalam pasal 10 ayat 
1 diimana diiseibutkan ”Seitiiap peilaku usaha 
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yang meinyeileinggarakan Transaksii 
Eileiktroniik dapat diiseirtiifiikasii oleih leimbaga 

seirtiifiikasii keiandalan”. 

Darii rumusan pasal teirseibut dapat 
diitafsiirkan bahwa peilaku usaha tiidak 
diiwajiibkan untuk meinggunakan jasa CA 

(ceirtiifiicatiion authoriity), seihiingga tiidak 
seimua siitus ei-commeircei diijamiin 

oteintiisiitasnya oleih CA (ceirtiifiicatiion 

authoriity). 

c. Pemberitahuan E-Mail Sebagai 

Pemberitahuan Tertulis 

Pada transaksii jual beilii seicara 
eileiktroniik iinii, para piihak yang teirkaiit 

diidalamnya, meilakukan hubungan hukum 
yang diituangkan meilaluii suatu beintuk 
peirjanjiian atau kontrak yang juga 

diilakukan seicara eileiktroniik dan seisuaii 
keiteintuan pasal 1 angka 17 UU IiTEi, 

diiseibut seibagaii kontrak eileiktroniik adalah  
peirjanjiian para piihak yang diibuat meilaluii 
siisteim eileiktroniik, hal iinii teirmasuk juga ei-

maiil yang diigunakan seibagaii 
“peimbeiriitahuan teirtuliis” dalam transaksii 

eileiktroniik. 

d. Digital Signature Sebagai Alat 

Bukti 

Dapat liihat dalam  Pasal 163 HIiR 

(283 RGB) yang meingatur peiriihal 
peimbuktiian beirbunyii “Seitiiap orang yang 

meindaliilkan bahwa iia meimpunyaii suatu 
hak, atau guna meineiguhkan haknya seindiirii 
maupun meimbantah hak orang laiin, 

meinunjuk pada suatu peiriistiiwa diiwajiibkan 
meimbuktiikan adanya hak atau peiriistiiwa 

teirseibut.” Darii Pasal teirseibut dapat dii 
siimpulkan bahwa dalam peimbuktiian tiidak 
hanya daliil peiriistiiwa saja dapat diibuktiikan, 

teitapii juga akan adanya suatu hak. 

Beibeirapa hal yang peirlu kiita 
keitahuii dalam Undang-Undang No 19 
Tahun 2016 Teintang Peirubahan atas 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 
Teintang Iinformasii dan Transaksii 

Eileiktroniik (UU IiTEi) adalah pasal 5 yang 

meingaur teintang: 

1. Iinformasii Eileiktroniik dan/atau 
Dokumein Eileiktroniik dan/atau 

hasiil ceitaknya meirupakan alat 
buktii hukum yang sah 

2. Iinformasii Eileiktroniik dan/atau 
Dokumein Eileiktroniik dan/atau 
hasiil ceitaknya seibagaiimana 

diimaksud pada ayat (1) meirupakan 
peirluasan darii alat buktii yang sah 

seisuaii deingan Hukum Acara yang 
beirlaku dii Iindoneisiia. 

3. Iinformasii Eileiktroniik dan/atau 

Dokumein Eileiktroniik diinyatakan 
sah apabiila meinggunkan siisteim 

eileiktroniik seisuaii deingan keiteintuan 
yang diiatur dalam undang-undang 
iinii. 

4. Keiteintuan meingeinaii Iinformasii 
Eileiktroniik dan/atau Dokumein 

Eileiktroniik seibagaiimana diimaksud 
pada ayat (1) tiidak beirlaku untuk: 

a. Surat yang meinurut undang-

undang harus diibuat dalam 
beintuk teirtuliis; dan 

b. Surat beiseirta dokumeinnya 
yang meinurut undang-
undang harus diibuat dalam 

beintuk akta notariiiil atau 
akta yang diibuat oleih 

peijabat peimbuat akta. 

Pada peinjeilasan pasal 5 ayat 4 

diinyatakan bahwa surat yang meinurut UU 
IiTEi harus diibuat dalam beintuk teirtuliis 
tiidak teirbatas hanya pada surat beirharga, 

surat yang beirharga, Dalam UU IiTEi, 
peingeirtiian tanda-tangan eileiktroniik adalah 

suatu tanda tanda tangan yang teirdiirii atas 
iinformasii eileiktroniik yang diileikatkan, 
teirasosiiasii atau teirkaiit deingan iinformasii 

eileiktroniik laiinnya yang diigunakan seibagaii 

alat veiriifiikasii dan auteintiikasii. 

Tanda tangan eileiktroniik iinii harus 
dapat diianggap seibagaii alat buktii yang sah 

seiteilah meilaluii proseidur dan meikaniismei 
keiamanan yang teirpeircaya dan juga dapat 

diipeirtanggungjawabkan. 

 



 

27 
 

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
Icha Juliana Sihotang 1), Sarih Naulina Manalu 2), Gomgom TP Siregar 3), Ria Sintha Devi 4) 

 

3. TANGGUNG JAWAB ATAS 

WANPRESTASI DALAM 

TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-

COMMERCE) 

a. Kewajiban Para Pihak 

Dalam Transaksi Elektronik 

Piihak piihak yang teirliibat dalam 
transaksii ei-commeircei teirdiirii: 

1. Peinjual adalah  peirusahaan/produsein 
yang meinawarkan produknya meilaluii 

iinteirneit.  
2. Konsumein adalah orang-orang yang 

iingiin meimpeiroleih produk (barang/jasa) 

meilaluii peimbeiliian seicara onliinei. 
3. Acquiireir adalah piihak peirantara 

peinagiihan atau antara peinjual dan peineirbiit 
dan peirantara peimbayaran atau antara 
peimeigang dan peineirbiit. 

4. Iissueir adalah peirusahaan creidiit card 
yang meineirbiitkan kartu 

5. Ceirtiifiikat authoriitiieis adalah piihak 
keitiiga yang neitral yang meimeigang hak 
untuk meingeiluarkan seirtiifiikat keipada 

peinjual keipada iissueir dan dalam beibeirapa 
hal diibeiriikan keipada peimeigang kartu. 

Apabiila transaksii ei-commeircei 
tiidak seipeinuhnya diilakukan seicara onliinei 
deingan kata laiin hanya proseis transaksiinya 

saja yang onliinei, seimeintara peimbayaran 
teitap diilakukan seicara manual cash, maka 

piihak acquiireir, iissueir dan ceirtiifiicatiion 
authoriity tiidak teirliibat diidalamnya. Seilaiin 
piihak-piihak diiatas, piihak laiin yang 

keiteirliibatannya tiidak seicara langsung 
dalam transaksii ei-commeircei yaiitu jasa 

peingiiriiman eikspeidiisii. Pada dasarnya 
piihak-piihak dalam jual beilii seicara 
eileiktroniik teirseibut diiatas, masiing-masiing 

meimiiliikii hak dan keiwajiiban, peinjual 
peilaku usaha meirchant meirupakan piihak 

yang meinawarkan produk meilaluii iinteirneit. 
Oleih kareina iitu peinjual beirtanggung jawab 
meimbeiriikan iinformasii seicara beinar dan 

jujur atas produk yang diitawarkan keipada 

peimbeilii atau konsumein.  

Seilaiin iitu peinjual juga harus 
meinawarkan produk yang diipeirkeinankan 

oleih undang-undang maksudnya barang 

yang diitawarkan teirseibut bukan barang 
yang beirteintangan deingan peiraturan 

peirundang-undangan, tiidak rusak atau 
meingandung cacat teirseimbunyii, seihiingga 

barang yang diitawarkan adalah barang 
yang layak untuk diipeirjual beiliikan. 
Peinjual juga beirtanggung jawab atas 

peingiiriiman produk atau jasa yang teilah 
diibeilii oleih seiorang konsumein. Deingan 

deimiikiian, transaksii jual beilii teirmasuk 
tiidak meiniimbulkan keirugiian bagii siiapapun 
yang meimbeiliinya. Dii siisii laiin, seiorang 

peinjual atau peilaku usaha meimiiliikii hak 
untuk meindapatkan peimbayaran darii 

peimbeiliikonsumein atas harga barang yang 
diijualnya dan juga beirhak untuk 
meindapatkan peirliindungan atas tiindakan 

peimbeiliikonsumein yang beiriitiikad tiidak 
baiik dalam meilaksanakan transaksii jual 

beilii eileiktroniik iinii. Jadii peimbeilii 
beirkeiwajiiban untuk meimbayar seijumlah 
harga atas produk atau jasa yang teilah 

diipeisan keipada peinjual diiseibut. 

b. Wanprestasi Dalam Transaksi 

Elektronik 

Transaksii ei-commeircei adalah 
meirupakan peirjanjiian jual beilii seipeirtii yang 
diimaksud oleih Kiitab Undang-Undang 

Hukum Peirdata Iindoneisiia, kareina iia 
meirupakan suatu peirjanjiian maka iia 

meilahiirkan juga apa yang diiseibut seibagaii 
preistasii, yaiitu keiwajiiban suatu piihak untuk 
meilakukan hal-hal yang ada dalam suatu 

peirjanjiian. Seibuah proseis jual beilii seicara 
eileiktroniik teirdapat dua teiorii yang 

diidasarkan pada peineiriimaan untuk 
meineintukan apakah seiseiorang teilah 

meilakukan wanpreistasii, yatu:  

a. Postal Acceiptancei Rulei. Peindapat 

hukum iinii antara laiin meinyatakan 
bahwa keitiika syarat-syarat dalam 
teirm of condiitiions yang 

diiteintukan peinjual dalam seibuah 
siitus teilah diiseitujuii oleih peimbeilii, 

maka deingan meineikan tombol 
seind peimbeilii teilah meinyatakan 
peirseitujuan teirhadap keiteintuan 
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peirjanjiian yang diitawarkan oleih 
peinjual dalam iinteirneit. 

b. Acceiptancei Rulei. Peindapat yang 
keidua meinyatakan bahwa kata 

seipakat dalam transaksii iinteirneit 
teirjadii pada saat surat peisanan 
suatu produk meilaluii ei-maiil 

diiteiriima oleih peinjual atau 
iinformasii teilah ada dii bawah 

kontrol peinjual 
c. Tanggung Jawab Para Pihak 

Atas Wanprestasi Yang Terjadi Dalam 

Transaksi Elektronik 

Transaksii ei-commeircei teintunya 
tiidak dapat diipiisahkan darii peiranan 
komputeir dan peirangkatnya, kareina 

komputeir meirupakan suatu alat yang 
punya keiteirbatasan maka peirlu diikajii juga 

seijauh mana peiranan darii siisteim komputeir 
iitu seindiirii jiika teirnyata suatu transaksii 
tiidak beirjalan deingan lancar kareina 

keisalahan teikniis. Tanpa ada yang 
meinjalankan atau tanpa ada yang 
meimprogram, seibuah komputeir tiidak akan 

dapat beikeirja, oleih kareina iitu yang dapat 
diimiintakan suatu peirtanggung jawaban 

jiika seibuah komputeir atau seirveir tiidak 
beikeirja deingan baiik adalah piihak yang 
meinjalankan program komputeir teirseibut 

atau piihak yang meinyeidiiakan jasa 

peilayanan. 

UU IiTEi pada priinsiipnya sudah 
diiatur dalam pasal 15 ayat 1 yang 

meinyeibutkan bahwa: Seitiiap 
Peinyeileinggara Siisteim Eileiktroniik harus 

meinyeileinggarakan Siisteim Eileiktroniik 
seicara andal dan aman seirta beirtanggung 
jawab teirhadap beiropeirasiinya Siisteim 

Eileiktroniik seibagaiimana meistiinya. Pada 
ayat 2 diiseibutkan bahwa peinyeileinggara 

siisteim eileiktroniik beirtanggung jawab 
teirhadap peinyeileinggaraan siisteim 
eileiktroniik yang diiseileinggarakannya. 

Keiteintuan seibagaiimana diimaksud dalam 
ayat (2) tiidak beirlaku dalam hal dapat 

diibuktiikan adanya piihak teirteintu yang 
meilakukan tiindakan seihiingga siisteim 
eileiktroniik seibagaiimana diimaksud ayat (1) 

tiidak beiropeirasii seibagaiimana meistiinya 

(ayat 3). 

Dalam pasal teirseibut teirliihat 

bahwa pada dasarnya UU IiTEi iinii masiih 
meinganut siisteim peirtanggung jawaban 
beirsyarat diimana diisatu siisii peinyeileinggara 

siisteim eileiktroniik beirtanggung jawab 
teirhadap peinyeileinggaraan siisteim 

eileiktroniik yang diiseileinggarakannya akan 
teitapii diisiisii laiin masiih dapat meingiindar 
darii peirtanggungjawaban jiika dapat 

diibuktiikan adanya piihak teirteintu yang 
meilakukan tiindakan seihiingga 

peinyeileinggaraan eileiktroniik tiidak beirjalan 
seibagaiimana meistiinya, seidangkan 
seiharusnya suatu peinyeileinggara siisteim 

eileiktroniik diiiisyaratkan andal dan aman, 
seihiingga seiharusnya peinyeileinggara siisteim 

eileiktroniik mampu untuk meingatasii 
beirbagaii macam gangguan darii piihak 
teirteintu dan seiharusnya jiika teirjadii suatu 

gangguan teirhadap peinyeileinggara siisteim 

eileiktroniik. 

Transaksii ei-commeircei, piihak 
keitiiga yang diimaksud adalah peinyeidiia jasa 

layanan (proviideir) piihak keitiiga dapat 
diimiintakan peirtanggung jawab piihak 
keitiigabannya, hal iinii diikareinakan antara 

piihak keitiiga, yaiitu proviideir deingan 
peinjual (meirchant) teirdapat suatu 

peirjanjiian teirseindiirii. 

d. Bentuk-Bentuk Penyelesaian 

Sengketa E-Commerce 

Peinyeileisaiian seingkeita yang 

seisuaii deingan fiilosofii lahiirnya ei-
commeircei adalah meilaluii neigosiiasii, 

meidiiasii, konsiiliiasii maupun arbiitrasei: 

a. Neigosiiasii. Neigosiiasii adalah 

peinyeileisaiian seingkeita yang paliing 
dasar dan paliing tua diigunakan, 

peinyeileisaiian seingkeita meilaluii 
neigosiiasii meirupakan cara yang 
paliing peintiing, banyak seingkeita 

diiseileisaiikan seitiiap harii oleih 
neigosiiasii iinii tanpa adanya 
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publiisiitas yang meinariik peirhatiian 
publiik. 

b. Meidiiasii. Meidiiasii darii peingeirtiian 
yang diibeiriikan jeilas meiliibatkan 

keibeiradaan piihak keitiiga yang 
beirsiifat neitral dan tiidak meimiihak, 
yang akan beirfungsii seibagaii 

meidiiator. Meidiiator adalah piihak 
yang diitunjuk oleih salah satu atau 

keidua piihak yang beirseingkeita 
untuk meinyeileisaiikan seingkeita, 
dalam hal iinii diipeirlukan 

keiseipakatan atau konseinsus darii 
para piihak seibagaii prasyarat utama. 

c. Konsiiliiasii. Konsiiliiasii meirupakan 
cara peinyeileisaiian seingkeita yang 
siifatnya leibiih formal diibandiingkan 

deingan meidiiasii. Komiisii konsiiliiasii 
biisa yang sudah teirleimbaga atau      

ad hoc (seimeintara) yang beirfungsii 
untuk meineitapkan peirsyaratan 
yang diiteiriima oleih para piihak. 

Namun putusannya tiidak meingiikat 
para piihak 

d. Arbiitrasei Kata arbiitrasei beirasal 
darii kata arbiitrasei (latiin), arbiitragei 
(beilanda), arbiitratiion (iinggriis), 

schiieidsspruch (jeirman), dan 
arbiitragei (pranciis), yang beirartii 

keikuasaan untuk meinyeileisaiikan 
seisuatu meinurut keibiijaksanaan 
atau damaii oleih arbiiteir atau wasiit 

peingeirtiian arbiitrasei adalah cara-
cara peinyeileisaiin hakiim partiikeiliir 

yang tiidak teirkaiit deingan beirbagaii 
formaliitas, ceipat dan meimbeiriikan 
keiputusan, kareina dalam iinstansii 

teirakhiir seirta meingiikat, yang 
mudah untuk meilaksanakan kareina 

akan diitaatii para piihak 

A. KESIMPULAN   

1. Keiabsahan peirjanjiian jual beilii 
meilaluii iinteirneit adalah sah 
seipanjang jual beilii teirseibut 

diilaksanakan deingan meinggunakan 
siisteim eileiktroniik yang teilah 

diiseipakatii beirdasarkan keiteintuan 
pasal 18 dan 19 undang-undang 
IiTEi. 

2. Diigiital siignaturei dapat diijadiikan 
buktii alat buktii sah beirdasarkan 

keiteintuan pasal 5 ayat 1 UU IiTEi 
yang meinyeibutkan bahwa 

iinformasii eileiktroniik dan atau 
dokumein eileiktroniik hasiil ceitak 
meirupakan alat buktii yang sah. 

3. Tanggung jawab para piihak atas 
wanpreistasii (iingkar janjii), yang 

teirjadii dalam transaksii eileiktroniik 
peilaku usaha beirtanggung jawab 
atas peingiiriiman produk atau jasa 

yang teilah diibeilii oleih konsumein 
deingan cacatan tiidak teirjadiinya 

iingkar janjii pada jual beilii onliinei. 

B. SARAN 

1. Zaman seikarang aktiiviitas dapat 
diilakukan tanpa harus beirteimu 

beigiitu juga suatu peirjanjiian jual 
beilii, seihiingga peiraturan 
peirundang-undangan maupun 

peiraturan peimeiriintah yang 
meingatur peiraturan peirjanjiian jual 
beilii onliinei peirlu teitap diiawasii agar 

teirhiindar darii keitiidak salah 
pahaman, peiniipuan, atau keirugiian 

laiin yang mungkiin teirjadii akiibat 
keitiidak jeilasan atau keitiidak 
patuhan teirhadap undang-undang 

yang beirlaku. 
2. Deingan peirkeimbangan yang 

seimakiin maju heindaknya 
peimeiriintah leibiih meingawasii 
meingeinaii tandatangan diigiital 

diikareinakan masiih banyak yang 
teirtiipu akiibat jual beilii onliinei. 

3. Bagii para piihak yang teirliibat dalam 
transaksii eileiktroniik heindaknya 
meineitapkan priinsiip eitiikad baiik 

dalam meinjalankan transaksii 
eileiktroniik teirseibut seihiingga tiidak 

ada piihak yang dii rugiikan.  
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